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Lampiran 3. 

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban 

Tindak Pidana 

A. Latar Belakang 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 merupakan langkah progresif dalam 

sistem peradilan Indonesia untuk mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian 

restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana. Penetapan Perma ini pada 25 Februari 2022, 

bertujuan memastikan keadilan substantif bagi korban, termasuk mereka yang mengalami 

kekerasan seksual.  

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) bersama dengan Badan Riset dan 

Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan penelitian yang memetakan tantangan penanganan 

kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan, 

termasuk stigma sosial, minimnya saksi, dan bias gender, yang menghalangi pemulihan korban 

secara optimal. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan 

sensitivitas dan pemahaman di kalangan hakim, serta kesenjangan dalam penerapan mekanisme 

restitusi dan kompensasi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

 

Penelitian ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk kertas kerja kebijakan yang mengidentifikasi 

hambatan-hambatan internal di MA, serta berbagai bentuk kebijakan yang perlu ditindaklanjuti 

MA, yang dipresentasikan dan didiskusikan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak 

Mahkamah Agung RI pada 20-21 November 2024 yang lalu. Salah satu rekomendasi kebijakan 

yang diidentifikasi MA melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, yaitu pentingnya 

penguatan kapasitas hakim untuk memahami dan menerapkan Perma No. 1 Tahun 2022 di dalam 

kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat kasus-kasus 

kekerasan seksual sering kali melibatkan relasi kuasa antara korban dan pelaku, sehingga 

diperlukan pendekatan hukum yang responsif dan sensitif terhadap korban. Dalam rangka 

mendukung upaya ini, Mahkamah Agung bekerja sama dengan ABA ROLI untuk 

menyelenggarakan sosialisasi guna memperkuat pemahaman dan keterampilan teknis para hakim 

dalam menangani perkara tersebut. 

Dalam konteks korban kekerasan seksual, restitusi dan kompensasi menjadi instrumen penting 

untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban. UU No. 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur berbagai mekanisme 

pelindungan dan pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi. Namun, implementasi yang 

efektif di tingkat peradilan masih memerlukan penyesuaian teknis dan pemahaman yang 

mendalam dari para hakim. 

Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2022 menjadi kebutuhan mendesak untuk membekali hakim, 

khususnya di lingkungan peradilan umum, agar mampu menerapkan peraturan ini secara konsisten 

untuk menupayakan pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Dengan 

pemahaman yang lebih baik terhadap substansi Perma No. 1 Tahun 2022, hakim diharapkan dapat 

memberikan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak 

korban. 

B. Tujuan 

1. Memastikan hakim di peradilan umum memahami substansi dan relevansi Perma No. 1 Tahun 

2022 dalam konteks penyelesaian perkara pidana. 

2. Meningkatkan pemahaman hakim dalam menerapkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk 

pemulihan korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. 

3. Mendorong kesatuan pemahaman dan praktik hakim dalam menegakkan keadilan bagi korban 

sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2022, dan kerangka hukum pidana yang berlaku dalam UU 

TPKS dan KUHP. 



2 
 

C. Peserta 

Ssosialisasi diharapkan dapat diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama dan 

banding yang menangani perkara pidana di lingkungan peradilan umum. 

D. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan akan dilakukan secara daring melalui platform webinar untuk memastikan partisipasi 

maksimal dari hakim di seluruh wilayah Indonesia. 

 

E. Pembicara dan Narasumber 

 

- Pembukaan dan pidato kunci oleh YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non 

Yudisial 

- Kebijakan dan Arahan Penerapan Perma No. 1 Tahun 2022, oleh YM Ketua Kamar Pidana 

Mahkamah Agung RI 

- Muatan Perma No. 1 Tahun 2022 dan Dinamika Penyusunannya dalam Pokja Perempuan dan 

Anak, oleh Dr. Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 

- Restitusi dan Kompensasi dalam Perspektif Keadilan Restoratif, oleh Zainal Abidin, S.H., 

LL.M., Ahli hukum pidana dan HAM 

- Tinjauan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2022 dalam Putusan Hakim, oleh Astriyani, S.H., 

MPPM., Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI 

 

F. Agenda 

Waktu (WIB) Kegiatan 

08.45 Peserta memasuki ruangan pertemuan virtual 

09.00 MC membuka kegiatan 

09.05 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

09.10 Menyanyikan Hymne Mahkamah Agung 

09.10 Sambutan ABA ROLI 

09.15 Pidato Kunci oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM 

Soeharto, S.H., M. Hum. 

09.30 Foto Bersama  

09.35 Diskusi dipandu oleh Moderator, Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A., Anggota 

Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI 

09.40 Paparan dari para narasumber. 

10.45 Diskusi dan Tanya Jawab  

11.45 Closing Statement oleh YM Ketua Kamar Pidana MA RI 

12.00 Penutup oleh MC 

 


